
1. Uiidang-Undang Nomoi.i 25 1'iiliilii 2004 tentarig Sis'tetil 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik, Indonesia 'tiihun 2004 .Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republikfudonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbarrgan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Penindang-Undangan [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mentezi Dalarn 
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 6.7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 
'Pahun 2008 tentang Pedoman, Umum 
Pelaksa:naan Pengarusutamaan Gender di Daerah, 
Pemerintah Daerah perlu .menyusun Rencana Aksi Daerah, 
Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijak.an dan 
strategi yang bersifat .operasional dan. implementatif .serta 
terukur pada setiap triwulannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan 
Gender (RAD PUG) ~bupaten Cirebon Tahun 2018-2920 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati, 

BUPATI CIREBON, 

DENG.AN RABMAT TUIIAN YANG MAHA E8A 

TEKTANG 

RENCANA AKSI DAEaAH 
PEllGARUSUTAMAAB GENDER KABUPA~Ell CIREBON 

TAIJUN 2018-2020 

PERA'l'URAN BUPATI CUlEBON 
NOMOR 49 TAHUN 2018 

Menimbang 

NOMOR fill 'l'AHUN 2018 SER.I 
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Menetaplcan : PER.&TORAII BUPATI TENT.ANG REKCABA AKSI DAERAH 
PEKGARUSUTAMAAN GENDE.R KABUPATEN CIREBON 
TAHUN 2018-2020 

MEMUTUSKAN: 

• 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Reptiblik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia. Nomor 5587), sebagaimana telah. 
beborapakali dmbah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pe.meri.ntahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan MeQt¢. l)alam Negeri_ ~0mor 1$ Tahun 2008 
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaao Pengarusutamaan 
Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan ata.s Peraturan Menteri DaJam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2008 Tent.ang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita. Negara Republik 
lndonesia Tahun 2011 Nemer 927); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 
Nemer 15, Seri E6); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Rencana. Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJ,MD) Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2015, Seri E.3); 

8. Peraturan, Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Penetapan Urusan Pemerintah Konkuren yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cireboo 
(Lembaran Daerah Xs:bupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, 
SeriD.6}; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2016 Nomer 12, Seri D.7); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 
ten tang Perlindungan, Pemberdayaan Perernpuan dan Anak 
[Lembaran, Daerah, Kabupaten Cirebon Tahun 20 .18 Nomor l , 
Seri E.l). 
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Dalam Peraturan Bupafi mi yang dimaRsUa dengan: 
1. Daerah adalah K.abupaten Cirebon; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cirebon, sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah; 

3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Cirebon; 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dislngkat 
SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon; 

5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon 
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dakum-en 
perencanaan daerah untuk periode 1 (sa.tu) tahun atau 
disebut dengan rencanapemhangunan tahunan daerah; 

6. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan 
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 
periode 5 {lima) tahun; 

7. Pengarnsutamaan Gender di daerah yang selanjutnya 
disingkat PUG adalab strategi yang dibangun untuk 
mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan; 

8. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang 
selanjutnya disingkat RAD PlTG adalsb Rencana Aksi 
Daerah Pengarusntamean. Gender Kabupaten Ci rebon; 

9. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan 
peran, fungsi dan, tanggung jawab Iaki-laki dan perempuan 
yang t.erjadi, akibat dari dan depat berubab oleh keadaan 
sosial dan budaya masyarakat; 

10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki 
dan perempuan untuk memperoleh kesernpatan dan hale· 
haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan 
berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, scsial 
budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam 
menikmati hasil pembangunan; 

11. Keadilan Gender adslab suatu proses untuk menjad! adil 
terhadap Iaki-Iaki dan.perempuan; 

12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender eecara 
sistematis tentang .kondisi laki-laki dan perempuan 
khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipaal, 
kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan 
untuk mengungkapkan akar permasslahan terjadinya 
ketimpangan kedudukan, .Iungsi, peran dan taz)ggung jawab 
antara laki-laki dan perempuan; 

13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk 
mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan 
melalui pengintegrasian pengalarnan, aspirasi, kebutuhan, 

BA.BI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
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Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2018-2020 adalah sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada 
tahun 2018-2020 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok 
Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dapat berjalan 
lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi 
dan karakteristik daerah. 

Pasal 4 

Maksud pehetapan RAD PUG Tahtin 2018-2020 adalah untuk : 
a. memberi arab dan pedoman bagi pelaku pemba:ngunan 

dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender; 
b. acuan, dalam pelaksanaan Renstra SKPD, rerutama yang 

terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutarnaan gender 
paaa SKPD/unit ~erja; aan 

c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 
Meneoga)l (RPJM) Daerah, dalam rangka meW\ljudkan dan 
mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suaru 
kesatuan. integral pembangunan dari perencanaan, 
_penyusunail, pelaksanaan, pemailtauan dan evaluasi. 

• 

BABW 
JtlAKSUD, TUJUA1' DAN RUANO LJNGKUP 

Pasal 3 

RAD PUG Tabun 2018-2020 -merupakan doknmen pereneanaan 
sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi 
pembangunan dengan mengintegrasikan gender rnenjadi satu 
kesatuan dimensi integral dari. perencanaan, perryusunan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, 
program, dan kegiatan pembanguaan di Daerah. 

• 
BABll 

lDIDUDUKAl'f 
Pasal 2 

potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan 
laki-laki; 

14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya dieingkat ARG 
adalan anggaran yang .responslf terh:adap kebutuhan 
perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan 
keseta.Taan clan keadilan gender; 

15. Focal Point PUG adalah aparatur SKPE> yang mempunyai 
kernampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di 
unit kerjanya masing-masing; · 

16. Kclompok Kerja Pengarusutaroaao Gender yang selanjutnya 
disebut Pokja PUG adalab wadah konsultasi. bagi. pelaksana 
dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD 
dan desa di lingkungan Pemerintah Daerah. 

• • 
.. 
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(1) RA,D PUG Tahun 2018-2020 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 
a. Rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang 

dijadikan sebagai aksi PUG; · 
b. Penanggungjawab, yang memuat Batuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dan/ atau kelompok kerja yang akan 
melaksanakan aksi dan bertanggnng jawab Iangsung 
terhadap pencapaian dari target aksi tersebut; 

c. Instansi terkait, yang rnemuat intansi / kelompok 
kerja/tim. yang terkait dalam mendukung dan 
mengkoordinasikan terhadap pelaksaaan clan pencapaian 
aksi tersebut; 

d. Kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus 
~pero1eh dari keluaran yang dihasilkan (outcome) dari 
pelaksanaan aksi tersebut; 

e. Uknran keberhasilan, yang memuat keluaran {output} 
yang harus dihasilkan. .dan diukur kemajuannya 'selama 
proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman 
kritetia keberhasilan dengan mencantumkan besaran 
indikator clan· dapat diukur pencap.riaimya dalam 
pelaksanaan aksi tersebut; 

f. Ukuran keberhasllan, yang memuat ta:i;get/ sasaran yang 
jelas dan terukur, yang direaoanakan untuk dicapai 
setiap triwulan, serta merupakan target proses 
-pencapa:ian (output) ukuran keberhasilan; 

g. PerseiYtase Capaial), yang memuat persentase (%) 
capaian ukuran keberhasilan· setiap triwulannya yang 
diisi secara subjektif oleh instan:si terkait yang 
bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing-masing 
aksi (self asessment]; 

~IV 
SISTEMATIKA 

Pasal 6 

(2) RAD PUG 2018-2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan 
gender pada Tahun 2018-2020. 

( 1) RAD PUG Tahun 2018-2020 meliputi _pen_guatan 
kelembagaan pengar.usutamaan gender, sosialisasi 
pengarusutamaan gender, irnpelemeniasi perencanaan dan 
pengangganm_ yang resposif gender dan optimalisasi 
pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender. 

Pasa15 

... . , . 
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SEKRETARIS DAERAH ~UPATEN CJREBON 1 
r ~ 7· 

~RAHJIU4 SUTRISNO 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON iAHUN 2018. NO MOR SIDRI 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 14 Se:pteir,ber 201t& 

SUNJAYA PURWAI)ISASTRA 

Ttd 

BUPATI ClREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tartggal 12._Sept~mhet 2018 

Agar setiap 9tang mengetahuinya, memerintahkan. 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan -penempatarinya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Peraturan. Bupati ini mulai benlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB VI 
KETEl'iXUAII PENUTU:P 

Pasal.B 

Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan. Daerah Kabupaten Cirebon. dan Dinas. 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pernberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan. Anak melakukan pemantauan 
dan -evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2018!2().20. 

BABV 
PEMANTAUA:N DAN EV.ALU.A.SI 

Pasal'7 

h. Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan 
kendala. setiap triwulannya darl masing-masing 
pelaksanaan aksi. 

(2) RAD PUG Taliun 2018-2020 eebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum da,lam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan, Bupati ini. 

\ ' I • 
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BERI'fA DAERAlLKABUPATEN ClREBON TAHON 2018 NOMOR SERI 

SEKRETARJS, DAERAH KABUPA'PEN CIREBON 

Diundangkan di. Sumber 
pada-tanggal 14 Se~temilet- 2018 

SUNJAYA PURWADISAS'l'RA 

Ttd 

BUPATI CIREBON, 

Ditetap~ di Sumber 
pada tanggal 12 September 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Perai:uran Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Peraturan Bupati ini mulai Oi:irlaku pada tanggal .diundangken. 

BABVI 
KETEBTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Ba.ean Pereii.ca.fiaan Pembaagunan, Perl.elilian dan 
Pengembangan Dae.rah Ka:bupaten -Cirebon dan Dinas 
Pengendalian Penduduk, Ke1uarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan RAD PlJQ.Tahun 2018-2020. 

BABV 
PEMANTAUAN DAiii EVALUASI 

Pasal 7 

h. Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan 
kendala sefiap triwulannya dari masing-masing 
pelaksanaan aksi. 

(2) RAD PUG Tahun 2018-~0.20 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yi,tng: tidak terpisiili-Ka:ii _qari Peraftililil .Bupa:ti mi. 
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